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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Indonesia pasca reformasi, semakin menuntut adanya keterbukan informasi, 
partisipasi serta transparansi. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tetang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian merupakan langkah awal bagi pemenuhan tuntutan reformasi. Pada 
undang-undang tersebut dijelaskan tentang jenis dan status kepegawaian. Pegawai 
negeri didefinisikan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam 
penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai negeri 
harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak 
diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  
Perubahan zaman menuntut pula regulasi yang dinamis. Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 dinilai sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan zaman. 
undang-undang tersebut tidak mengatur tentang asas, prinsip, nilai dasar, serta kode 
etik pegawai negeri. Untuk mengakomodasi kebutuhan zaman, dibuatlah Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang 
ASN). Terdapat perubahan paradigma yang mendasar yaitu pengklasifikasian 
pegawai yang semula Pegawai Negeri diganti dengan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara.  Jenis-jenis jabatan juga diatur dalam Undang-Undang ASN yang tidak 
diatur pada undang-undang sebelumnya, antara lain Jabatan Administrasi, Jabatan 
Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Perubahan paling mendasar adalah 
implementasi sistem merit pada manajemen pegawai negeri. Cita-cita yang dibawa 
Undang-Undang ASN adalah mewujudkan pemerintahan demokratis, desentralistis, 
bersih dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara 
adil. Untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik atau good governance 
maka perlu dibangun aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, 
bersih dari praktek KKN, berintegritas tinggi, serta berkemampuan dan kinerja yang 
tinggi (Naskah Akademik RUU ASN, 2014: 1-2). 
Ketentuan Undang-Undang ASN membuka peluang besar bagi masyarakat 
untuk ikut dalam proses seleksi pejabat Pimpinan Tinggi. Jabatan Pimpinan Tinggi 
yang dimaksud dalam Undang-Undang ASN adalah sekelompok jabatan tinggi pada 
instansi pemerintahan, yang terdiri atas Jabatan Tinggi Utama, Madya, dan Pratama. 
Jabatan pimpinan tinggi setara dengan pejabat eselon 1. Bab IX Undang-Undang 
ASN mengatur mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Mekanisme yang 
diatur untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya adalah secara 
terbuka dan kompetitif di kalangan PNS, tetapi dalam jabatan tinggi utama dan 
madya tertentu dapat diisi dari kolongan non-PNS dengan persetujuan Presiden. 
Seleksi terbuka sudah pernah diterapkan di beberapa instansi pemerintah 
berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan 
Struktural yang Lowong Secara Tebuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. 
Kemudian di tahun 2014, Menteri PANRB mengeluarkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di 
Lingkungan Instansi Pemerintahan, sebagai ketentuan teknis dari Undang-Undang 
ASN. 
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian 
PAN dan RB pada Desember 2014, pada tahun 2012 jumlah seleksi Jabatan 
Pimipnan Tinggi berjumlah 6. Meningkat pesat pada tahun 2013 terdapat 42 seleksi 
yang dilakukan, dan pada tahun 2014 terdapat 27 seleksi. Seleksi yang dilakukan 
pada kurun waktu 3 tahun tersebut berdasar kepada SE MENPAN Nomor 16 Tahun 
2012, serta PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2014.   
Praktek seleksi terbuka yang pernah dilakukan pada tahun 2013 adalah ketika 
pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki 
Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan lelang jabatan atau seleksi terbuka, dan terbatas 
untuk memilih lurah dan camat. Sebelum pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur 
DKI Jakarta memprogramkan seleksi terbuka, Bupati Jembrana, Bali Prof. I Gede 
Winasa telah terlebih dahulu melakukan seleksi terbuka pada tahun 2002. Kemudian 
pada tahun 2013 Walikota Samarinda Syahrie Ja’ang telah menerapkan promosi 
jabatan eselon II, III, dan IV secara terbuka tahun. Di Kota Samarinda, seleksi 
dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda pada tanggal 12-14 
Februari 2013. Sebanyak 125 pelamar bersaing memperebutkan satu tempat pada 
16 jabatan strukural yang terdiri atas satu jabatan untuk eselon II, empat jabatan 
untuk eselon III dan 11 (sebelas) jabatan untuk eselon IV.  
Daerah Jambi, khususnya Kerinci juga melalukan sistem seleksi terbuka pada 
tahun 2014. Berkerja sama dengan BKN, LSM dan wartawan, Badan Kepegawaian 
Daerah menyiapkan jabatan eselon untuk dilakukan seleksi terbuka. Kemudian 
dilansir dari portal berita jpnn.com 16 Maret 2014, pada tahun 2014 Pemerintah DKI 
Jakarta mengadakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka denga jumlah 
peserta 5.942 pegawai eselon IV dan 3.758 eselon III. Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat juga turut mengadakan seleksi jabatan untuk mengisi posisi Kepala Dinas 
Pendidikan serta Kepal Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (BP3Iptek), berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh 
Tempo.co pada 5 Desember 2014. 
Mekanisme perekrutan PNS atau pejabat publik tidak hanya dilakukan oleh 
pemerintah daerah saja. Kementerian Perhubungan pada tahun 2016 mengadakan 
seleksi terbuka untuk tiga jabatan yaitu Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), Dirjen 
Perkeretaapian dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). 
Kemudian, Kementerian Kelautan dibawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti 
membuka lelang jabatan pimpinan tinggi madya setara eselon I. Jabatan tinggi 
madya yang akan diisi melalui seleksi terbuka meliputi lima jabatan eselon I, yaitu 
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber 
Daya Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Penelitiandan Pengembangan 
Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 
Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Karantina 
Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan       
(https://m.tempo.co/read/news/2015/09/02/092697160/menteri-susi-kembali-
lelang-jabatan-eselon-i-tertarik, diakses pada 5 April 2016).  
Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diberitakan portal berita 
online medanbisnisdaily.com pada tanggal 21 Maret 2016 serta Kementerian 
Perhubungan seperti dilansir pada Tribunnews.com pada tanggal 3 April 2016, juga 
membuka lelang jabatan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya. 
Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah juga telah melalukan lelang jabatan untuk 
mengisi posisi Sekretaris Daerah pada tahun 2014 yang lalu. Dalam lelang jabatan 
tersebut, setiap pelamar yang telah memenuhi syarat administratif, diperbolehkan 
mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia.  
Seleksi terbuka yang telah dilaksanakan tentu mendapat penilaian yang 
beragam, salah satu pandangan postif dari kebijakan ini adalah Pegawai Negeri Sipil 
mendapatkan outcome yang positif dengan terangkatnya PNS yang memiliki 
kompetensi dan profesionalitas yang memadai sesuai dengan jabatannya sekaligus 
memiliki hati nurani yang bersih atau paling tidak memiliki rekam jejak yang baik. 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2011-2014, 
Azwar Abubakar mengakui, melalui promosi secara terbuka, kita akan mendapatkan 
pejabat struktural yang profesional, memiliki kompetensi tinggi, berkinerja baik, 
berintegritas, dan sesuai harapan organisasi. “Dengan kata lain kita akan 
mendapatkan pejabat struktural terbaik diantara yang baik,” ujarnya pada acara 
“Dialog Kebangsaan” di RRI Jakarta Rabu, (27/02) (http://www.menpan.go.id, 
lelang-jabatan-siapa-takut).  
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2014-2016 
Yuddy Chrisnandi juga menegaskan kepada semua kepala daerah wajib 
melaksanakan lelang jabatan tingkat eselon I dan II secara terbuka. Dikutip dari 
republika.co.id pada bulan Maret 2015 “Lelang jabatan ini menjamin pejabat 
mendapatkan posisi sesuai dengan kompetensinya. Sekaligus, memberikan jaminan 
kepada gubernur untuk bisa melihat pejabatnya memang memiliki kompetensi yang 
sesuai”. 
Ada pula persepsi bahwa seleksi terbuka atau lelang jabatan sama halnya 
seperti lelang atau tender dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan dapat 
diduga lelang jabatan akan membuka celah munculnya Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme seperti halnya dalam praktek lelang pengadaan barang dan jasa di 
lingkungan pemerintahan. Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Ahmad 
Husin Alaydrus yang mengatakan bahwa, pelaksanaan lelang jabatan camat dan 
lurah itu tidak berpayung hukum secara benar. Apabila Pemprov DKI Jakarta tetap 
melaksanakannya, maka produk yang dihasilkan akan cacat hukum. “Jangan sampai 
tujuan memperbaiki aparat birokrasi justru lari dari koridor aturan berlaku”. Di 
dalam Undang-Undang ASN memang menjelaskan bahwa untuk pengisian jabatan 
pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan 
memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, serta persyaratan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi tidak berarti seleksi 
terbuka yang telah diselenggarakan sebelum dan setelah Undang-Undang ASN 
diundangkan dapat memenuhi cita filosofis dari undang-undang tersebut. 
Berdasarkan berbagai pendapat yang mengemuka di ranah publik, kajian mengenai 
manfaat dan arah tujuan kebijakan seleksi terbuka jabatan ini menjadi perlu 
dilakukan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP SELEKSI JABATAN 
SECARA TERBUKA PIMPINAN TINGGI MADYA DALAM UPAYA 
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE” 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil suatu 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apa latar belakang seleksi jabatan secara terbuka pimpinan tinggi madya 
menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? 
2. Apakah ketentuan hukum yang ada tentang seleksi jabatan secara terbuka 
pimpinan tinggi madya dapat memenuhi prinsip pemerintahan yang baik (good 
governance)? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai 
oleh penulis. Tujuan penelitian harus jelas sehingga dapat memberikan arah dalam 
pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian 
tersebut. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk menganalisis latar belakang seleksi jabatan secara terbuka pimpinan 
tinggi madya.  
b. Untuk menganalisis kesesuaian antara kerangkan aturan lelang jabatan 
Pimpinan Tinggi Madya dengan konsep Good Governance. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menerapkan ilmu dan teori – teori ilmu hukum yang telah penulis 
dapatkan dalam penelitian ini. 
b. Untuk memperluas wawasan dan melatih penulis dalam penulisan hukum 
melalui ilmu-ilmu yang telah diterima selama menempuh pendidikan di 
Fakultas Hukum, khususnya di bidang hukum tata negara yang menyangkut 
hukum birokrasi dan pelayanan publik. 
c. Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa S1 
dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret.  
 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian yang tidak dapat diabaikan 
dalah mengenai manfaat dari suatu penelitian yang dilakukan. Sebuah penelitian 
hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan 
ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam prakteknya. Adapun 
manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu 
hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan dan referensi bagi 
pihak – pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberi masukan bagi semua pihak terkait dengan masalah yang 
diteliti, serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 
b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis 
serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dapat menerapkan 
ilmu yang diperoleh. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. 
Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (legal research) tidaklah 
sama dengan penelitian sosiolegal (socio-legal research). Penelitian hukum 
merupakan suatu kegiatan know-how dalam bukan sekedar know-about, 
penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi 
(Peter Mahmud Marzuki, 2015: 60). Karena pada penelitian ini berusaha untuk 
mengkaji kesesuaian antara kerangka aturan dengan isu yang dikaji yaitu 
tentang seleksi jabatan secara terbuka. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat perskriptif. Objek penelitian ini adalah koherensi 
antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma 
hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act) bukan perilaku (behaviour) 
individu dengan norma hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2015:41). Penelitian 
hukum ini mencoba untuk menggali aturan-aturan, norma-norma maupun 
doktrin terkait seleksi jabatan secara terbuka. Serta penelitian ini pun bersifat 
terapan yang artinya preskripsi yang dihasilkan dari pengkajian isu seleksi 
jabatan secara terbuka secara akademis dapat kemudian diterapkan. 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan untuk mendukung proses menganalisa isu 
hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue 
approach), dan pendekatan historis (historical approach). 
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 
ditangani. Membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistesi dan 
kesesuaian antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau 
antara regulasi dan undang-undang yang dalam isu kali ini yatiu Undang-
Undang ASN. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang 
apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai seleksi terbuka 
jabatan pimpinan tinggi madya serta pengisian jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Peter Mahmud Marzuki, 2015:133-135).  
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, untuk memecahkan isu 
hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, 
diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat 
dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer 
dan bahan-bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2015:181). 
a) Bahan Hukum Primer 
Mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda, sebagaimana negara-
negara Eropa kontinental lainnya dan bekas jajahannya, Indonesia 
menganut civil law system. Bahan-bahan hukum primer yang terutama 
bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan 
perundang-undangan. Sehingga yang dapat diadikan bahan hukum primer 
berupa legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2015:184). Adapaun 
yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: 
1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum 
termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum 
(termasuk yang on-line). Di samping itu juga, kamus-kamus hukum dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum 
sekunder adalah memberikan peneliti semacam petunjuk untuk 
menentukan arah peneliti dalam melangkah (Peter Mahmud Marzuki, 
2015:196). 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi 
kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang relevan dengan 
penelitian. Studi kepustakaan adalah suatu pengumpulan bahan hukum yang 
dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan context analisys 
dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-
undangan, dokumen, laporan arsip dan hasil penelitian lainnya yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2011:21) 
 
 
6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah analisis 
yang bersifat deduktif dengan metode silogisme. Sebagaimana silogisme yang 
diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode ini berpangkal pada dari 
pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis 
ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusio. Philipus M. Hadjon 
menjelaskan bahwa di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang 
merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minor 
adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik sebuah 
kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2015:89-90) 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum yang penulis susun pada penelitian ini harus 
sesuai dengan aturan penulisan hukum sehingga dapat mempermudah memberikan 
pemahaman mengenai penulisan hukum ini. Penulisan akan menjabarkan dalam 
bentuk sistematikan penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab 
terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman 
mengenai isi penulisan hukum ini. 
Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini akan terdiri atas beberapa sub bagian, yaitu: 
a. Latar Belakang Masalah; 
b. Perumusan Masalah; 
c. Tujuan Penulisan; 
d. Manfaat Penulisan; 
e. Metode Penulisan; dan 
f. Sistematika Penulisan Hukum 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
  Dalam bab ini akan terdiri atas beberapa sub bagian, yaitu: 
a. Kerangka Teori 
1) Tinjauan Mengenai Reformasi Birokrasi 
2) Tinjauan Mengenai Pelayanan Publik 
3) Tinjauan Mengenai Seleksi Jabatan Secara Terbuka Pimpinan 
tinggi Madya 
4) Tinjauan Mengenai Sistem Merit 
5) Tinjauan Mengenai Good Governance 
b. Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran berisi mengenai gambaran secara singkat 
mengenai konsep dan alur berpikir penulis. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan menjelaskan mengenai uraian dan pembahasan hasil 
penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. 
BAB IV : PENUTUP 
Bagian ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh 
penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
